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PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 79 TAHUN 2024

TENTA!NG

STANDAR PEIAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAIN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang     :         bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang     Badan     Layanan     Umum     Daerah,     perlu
menetapkan     Peraturan     Bupati     tentang     Standar
Pelayahan Minimal Badan Ifayanan Umum Daerah Pada
Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah;

Men8in8at        : 1.  Undang-Undang   Nomor   27   Tahun    1959   tentang
Penetapan Undang-Undang Damrat Nomor 3 Tahun
1953   tentang  Perpanjangan   Pembentukan   Daerah
Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
lrtdor[es-ia  Ta+t-Iurt   1953   Ftorrtor  9}   s6baga±   TUTrtdartg-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959    nomor    72,    Tambahan    Lembaran    Negara
Republik  Indonesia  Nomor  1820)  sebagaimana telah
diubah   dengan   Undang-Undang   Nomor   8   Tahun
1965 ter±+rfu+-Eg Pen.E`serttukar  Daerah Tingkat 11 TaLr`[ah
Irdut,  Daerah Tingkat 11 Tapin dan Daerah Tingkat 11
Tabalong dengan  Mengubah Undang-Undang Nomor
27  Tahun  1959  tentang  Penetapan  Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun  1953 tentang Peapanjangan
Pembentukan    Daerah   Tingkat   11    Di   Kalimantan
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1965
Nomor  51,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 2756);



Menetapkan
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2.  Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang
Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara  Republik
Indonesia   Tahun    2014    Nomor    244,    Tambahan
I.embaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),
sebagaimana  telah   diubah   beberapa  kali  terakhir
dengan    Undang-Undang    Nomor    6    Tahun    2023
tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kelja   Menjadi   Undang-Undang   (Lembaran   Negara
Republik     Indonesia     .Tahun     2023     -Nomor     41,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6856) ;

3.  Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2023   tentang
Kesehatan   (Ijembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun    2023    Nomor    105,    Tambahan    I.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4.  Peraturan  Menteri  Dalaln  Negeri  Nomor  79  Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

5.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  4  Tahun  2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar   pada   Standar   Pelayanan   Minimal   Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor  1475);

6.  Peraturarl  B`dpati  Ketaeperfg  Noiflor  17  Tah-drl  2018
tentang  Pembentukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas
dan Fungsi,  Serta Tata Ke¢a Unit Pelaksana Teknis
Laboratorium  Kesehatan  Daerah Tipe  A  Pada Dinas
Kesehatan;

MEMUTUSRAN:

PERATURAN  BUPATI  TENTANG  STANDAR  PELAYANAN
MINIMAL BADAN  LAYANAN  UMUM  DAERAH  PADA UNIT
PELAKSANA     TEKNIS      LABORAORIUM      KESEHATAN
DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.   Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2.   Pemerintah    Daerah    adalah    Bupati    sebagai    unsur    penyelenggara

Pemerirltallan Daerali yang melinpin peiaksa[Iaan -tit-tisari Pemeri[itahan
yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.

3.   Bupati a.dalah Bupati Kctapang
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4.   Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Ketapang  yang  selanjutnya  disebut  Dinas
adalah  Pejabat  Daerah }rang  in.enaLii.gani  uri±san  pen.erir`.tab.an  di  bidap.g
Kesehatan.

5.   Standar   Pelayanan   Minimal,   yang   selanjutnya   disingkat   SPM   adalah
ketentuan  mengenai Jenis  dan  Mutu  Pelayanan  Dasar yang merupakan
Urusan Wajib Daerah yang berhak diperoleh  setiap Warga Negara secara
miliilnd.M-tiJ[-ti  Peiayanan  Dasar  adalall  -Likuran  kuatiti'tas  dan  kualitas
barang  dan/jasa kebutuhan  dasar  serta pemenuhannya  secara minimal
•dal.am pelayanan dasar se'suai standar teknis agar hidup secara layak.

6.   Badan  hayanan  Umum  Daerah yang  selanjutnya disingkat BLUD  adalah
sistem  vans diterapkan  oleh  unit pelaksana  teknis  dinas/badan  daerah
dalaln     memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  mempunyai
fleksibilitas  dalam  pola pengelolaan  keuangan  sebagal  pengecualian  dari
ketentuan pengelola daerah pada umumnya.

7.   Unit Pelaksana Teknis I,aboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya
diseb-tl`[   UET   Label-atoriurli   Kesellatan   Daerali   adalali   TUTlii`[   Peiayanan
Teknis   pada   Dinas   Kesehatan   yang   dibentuk   untuk   memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual
tanpa  mencari  keuntungan  dan  dalam  melakukan  kegiatan  didasarkan
oada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB 11

MAKSUD DAN TUJUAN

T|_  __1   r\Jrat5ar f

(1)  SPM  dimaksudkan  sebagai  pedoman  bagi  UPT  Irdboratorium  Kesehatan
Daerah   untuk   menjamin   ketersediaan,   keterjangkauan,   pemerataan,
kesetaraan,   kemudahan,   dan   kualitas   layanan   umum   yang   sesuai
keten`[uali pet-atut-dri pemndangan-unda[Igan.

(2)  SPM  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  dan  menjamin  mutu  pelayanan
Kesehatan kepada masyarakat.

BAB Ill
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, TARGET DAN BATAS WAKTU

PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

(1)  Jenis   Pelayanan  untuk  SPM   di  UPT  I,aboratorium   Kesehatan   Daerah
sebagai berikut:
a. pelayanan laboratorium klinik, terdiri dari:

1. hematoiogi;
2. kimia klinik;
3. imuno`s-erologi;
4. urinalisa; dan
5. toksikoloS/ narkoba.
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b. pelayanan laboratorium kesmas, terdiri dari:
1. Lip.ia lip.gkur`.gall.;
2. mikrobiologi lingkungan; dan
3. kimia makanan dan minuman.

c. Iayanan administrasi

(2)  Indikator,  target,  dan  batas  waktu  pencapaian  setiap  jenis  pelayanan
sebagaimana  tercantum  dalam  I,ampiran  yang  merupakan  bagian  tidak
telpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN

a_ __1   Ara-1
(1)  UFT   Laboratorium   Kesehatan   Daerah   yang   menerapkan   BLUD   wajib

melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM UFT Laboratorium Kesehatan
Daerah.

(2}  Pelritxpin BLUE UFI` LaboraJtori-tim Kesehatan Daerali belfangg-LIIig jawab
dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya.

(3)  Penyelenggal-aan   pelayanan   yang   s`esual   d`engan   SPM   dilakukan   oleh
tenaga Kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV
PENERAPAN

Tra`rasal5

(1)  Pemimpin  BLUD  Upr  Laboratorium  Kesehatan  Daerah yang menerapkan
BLUD  menyusun  rencana  kelja  dan  anggaran,  target,  serta  upaya  dan
pelaksanaan  peningkatan  mutu  pelayanan  tahunan  UPI`  La.boratorium
Kese±Iatarl Diaerah beltiasarkan SPTrvE.

(2)  Rencana   kelja   dan   anggaran   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1),
disusun dengan menggunakan format Ren'cana Bisni.a dan Anggaran.

(3)  Setiap pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan dengan
mengacu pada SPM.
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BAB VI
PBMBINAAN DAN PENC-.A.V.7ASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 6

(1)  Pembinaan  teknis  dalam pelaksanaan  SPM  UPT Irfuboratorium  Kesehatan
Daerah dilakukan oleh Kepala  Dinas.

(2)  Pembinaan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1),   berupa   fasilitasi,
pen-berian cirielitasi -Lilnuln, pet-Linjuk `telcnis, -binbingali teicnis, pe[ididikan
dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencangkup:
a.   perhitungan .§umber daya d`an d`ana yari`g dibutuhkan untuk mencapal

SPM;
b.   i]envusunan  rencana pencapaian SPM dan penetapan  target tahunan

pencapaian SPM;
c.   penilaian prestasi kelja pencapaian SPM;
d.   pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM;
e.   penyusunan   peraturan   perundang-undangan   untuk   inplementasi

BLTUTD pada UET Labolatorium Kesehatan Daerah;
f.    penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
-g.    pel.akeaflaan \an'ggaran; dan

h.   akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Paed 7

( 1)  Pengawasan dilakukan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan
fungsi  pengawasan.

(2)  Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dapat dilakukan
oich peligaw-as in femal.

(3)  Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
tim     ken'dali     mutu     UFI`     Lab'oratorium     K.esehatan     Da'erah    yang
berkedudukan  langsung  di  bawah  pemimpin  BLUD  UPT  Laboratorium
Kesehatan Daerah.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal `8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal, 7 November  2024

BUPATI KETAPANG ,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal, 7 November  2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

ITD

DONATUS FRANSEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 79

@Ke:::u5asgrq:=u¥:mss:d=::u:::eye;aKseL=3aang4
•==,¥

MINTARIA. SH. MH
Pembina Tingkat I

NIP.  197cO703  199903  1  cO7
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INDIRATOR, TARGET DAN BATAS WAKTtJ PENCAPAIAH SBTIAP JENIS
pIABLAYAfiAit

IrolRATOR FORHULASI CAPAIAH TARGET pen TAIIun PROGRAM/LAB
JrmsPELAYAVAI `  2024 2025 `  2026

1 Pemeriksaan Jumlah            pemeriksaan 850/o 900/o 950/o Penanggung Jawat)
Hematologi Hematologi/                TargetpemeriksaanHematologix1000/a Ifab. Khihik

2 Pemeriksaan Jumlah pemeriksaan Kiniia 85% 90% 95% Penanggung Jawab
Fhia K- RIinik/ Target pemeriksaanKimiaFflinikx1000/o Lab. Fnjck

3 Pemeriksraan Jumlah            pemeriksaan 85% 90% 95% Penanggung Jawab
Immunoserologi Immunoserologi/TargetoemeriksraanImmunoserologix100% Lab. K-

4 Pemeriksaan Jumlah            pemeriksaari 85% 90% 95% Penanggung Jawab
urinaliEsa Urinalisa/                    TangetpemeriksaanUrinalisax1000/o Lab. KHnik

E= P®maq.1Jcaar` . I.. tr`1 ot`                 i`aTr. -t;1rca at` q¢0/A Ono/^ 0<0/A Dar`-r`omlr`n  .Tanrat`\r^..-`^- --`--. - `^-----t5t5-I-a _---.~
Toksikologi Toksikologi/                TargetpemeriksaanToksikologix100d/o Lab. Krm

6 Pemeriksraan Jumlah pemeriksaan Kimia 85% 90% 95% Penanggung Jawab
rna Lingkungan Lingkungan/                   Target•_____-=1____._T,?.__=_[peui:cL-n;ssan-1nlIL\|aLingkunganx100% Lab. Kesmas

7 Pemeriksaan Jumlah            pemeriksaan 85% 90% 95% Penanggung Jawab
Mikrobiologi Mikrobiologi    Lingkungan/ Lab. Kesmas
Linrfungan Target               pemeriksaanhfikrobiologiLingkunganxiooa„1

8 Pemerikaan  Kimia Jumlah pemeriksaan RImia 85% 90% 95% Penanggung Jawab
Pangan Pangan /                      TargetpemeriksaanKiniaPanganxlooo/o Lab. Kesmas

BUPATI KETAPANG ,

TTD

MARTIN RANTAN
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